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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara

Mengingat

. 1.

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(Memorandum of Understanding Between The Government of
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh  Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan perubahan
dan penyempurnaan beberapa Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan kebutuhan;

bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Aceh Timur, perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang
Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5094);

15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten
Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten
Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN
ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN
ACEH TIMUR.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3

Tahun 2008 .....



Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 diubah sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah
Kabupaten Aceh Timur.

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris
Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Timur.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat = SKPK adalah  Perangkat Daerah pada
Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari
Setdakab, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan.

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas
Bupati.

Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit adalah
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah
Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat serta menegakkan Qanun Syariat
Islam, Qanun-qanun lainnya dan Peraturan Bupati serta
peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Unit Pelaksana



13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat
UPTB adalah unit pelaksana teknis pada badan.

14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan wuntuk
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

Ketentuan Pasal 2 angka 3 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur, sebagai
berikut:

Inspektorat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Sejahtera.

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

. Rumah Sakit Umum Daerah Idi.

0.Rumah Sakit Rehabilitasi Medik.

PO

SO NoO

Bagian Kesatu
Inspektorat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f
diubah, sehingga Pasal 4 berbuyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
Inspektur;
Sekretariat;

Inspektur Pembantu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wilayah III;
Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

R0 Q0o

(2) Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:



